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PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN 

NOMOR 100.3.3.2/166/KUM/2024 

 

TENTANG 
 

TIM TERPADU PENATAAN  

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  

KABUPATEN TAPIN  

 

BUPATI TAPIN, 

Menimbang     :  a.  bahwa dalam rangka untuk kelancaran 

penataan pengelolaan usaha pertambangan 
mineral bukan logam dan batuan yang tidak 

berizin maupun berizin di Kabupaten Tapin, 

maka dipandang perlu membentuk Tim 
Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha 

Pertambangan Mineral Bukan Logam dan 

Batuan Kabupaten Tapin dengan melibatkan 

stakeholder terkait; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a,  perlu menetapkan 

Keputusan Bupati; 

Mengingat      :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

SALINAN 



 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah  
beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

6.   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah  
beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang  

 

 



 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

7.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal 

di Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3373); 

9.   Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5142); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6721), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 
2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6931); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 

tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6873); 

 



 

13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 

tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan 

Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral 
dan Batubara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 91); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 

Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2019 Nomor 10); 

16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah 
Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin 

Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 

25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita 

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 

15); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TERPADU 

PENATAAN PENGELOLAAN USAHA 
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN 

BATUAN KABUPATEN TAPIN. 

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penataan Pengelolaan 

Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan Kabupaten Tapin, dengan susunan 

keanggotaan sebagaimana terantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 



 

KEDUA : Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha 

Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan 

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas: 
a. menyusun rencana pelaksanaan penataan 

pengelolaan usaha pertambanga mineral bukan 

logam dan batuan, meliputi : pembinaan, 
pengawasan, pengendalian dan penertiban 

kegiatan pertambangan di Kabupaten Tapin; 

b. melaksanakan penghentian dalam upaya 
menuju pertambangan yang baik dan penegakan 

hukum atas kegiatan pertambangan mineral 

bukan logam dan batuan tanpa izin; dan 
c. meyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan 

kegiatan Tim kepada Bupati Tapin. 

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Rantau 

pada tanggal 20 Juni 2024 

Pj. BUPATI TAPIN, 

 

 
        ttd 

 

MUHAMMAD SYARIFUDDIN 

 
 
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di 

Jakarta; 

2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di 

Jakarta; 

3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru; 

4. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru; 

5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Kalimantan Selatan di Banjarbaru; 

6. Komandan Kodim 1010 Rantau di Rantau; 

7. Kepala Kepolisian Resor Tapin di Rantau; 

8. Kepala Kejaksaan Negeri Tapin di Rantau; 

9. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau; 

10. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan 

11. Yang bersangkutan. 

 

 



 

LAMPIRAN  

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN 
NOMOR 100.3.3.2/165/KUM/2024 

TENTANG 

TIM TERPADU PENATAAN  
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN 

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

KABUPATEN TAPIN APRIL 2015 

Pj. BUPATI TAPIN, 

 
 

ttd 

 
MUHAMMAD SYARIFUDDIN 

2014 

 

 

 
SUSUNAN KEANGGOTAAN 

TIM TERPADU PENATAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN  

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
KABUPATEN TAPIN  

 

NO. 
JABATAN        

DALAM TIM 
JABATAN KEDINASAN 

1. PENGARAH 1. Bupati Tapin 

  2. Komandan Kodim 1010 Rantau 

  3. Kepala Kepolisian Resor Tapin 

  4. Kepala Kejaksaan Negeri Tapin 

2. PENANGGUNG JAWAB Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin 

3. KETUA Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 

4. WAKIL KETUA Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 

5. ANGGOTA 1. Inspektur Kabupaten Tapin 

  2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Tapin 

  3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin 

  4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup                   

Kabupaten Tapin 

  5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Kebakaran Kabupaten Tapin 

  6. Kepala Badan Pendapatan Daerah              

Kabupaten Tapin 

  7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin 

  8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Tapin 

  9. Kepala Bagian Perekonomian dan        

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Tapin 

  10. Perwira Seksi Intelijen Kodim 1010 Rantau 

  11. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian 

Resor Tapin 

  12. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tapin 

 

 
   


